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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil penelitian yang tela peneliti jabarkan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Masyarakat penerima dana PEM secara umum telah merasakan dampak 

positif dari penggunaan dana yaitu peningkatan modal usaha, peningkatan 

skala usaha tetapi masyarakat belum sepenuhnya mandiri, karena 7 (tujuh) 

dari 12 (dua belas) penerima dana PEM masih tergantung dengan dana 

PEM.  

2. Dampak yang dirasakan dari adanya dana PEM terhadap  peningkatan 

pendapatan usaha menunjukkan bahwa hanya beberapa pengusaha yang 

merasakan peningkatan pendapatan  diantaranya pedagang kios, air galon, 

dan  tukang, tetapi untuk usaha cattering dan penjual bunga tidak 

mengalami peningkatan pendapatan karena rendahnya pesanan yang 

diterima selama pandemi.  

3.  Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian dana PEM 

yaitu : situasi pandemi covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat, 

lemahnya pengawasan LPM terhadap kelangsungan usaha, lemahnya 

kepekaan masyarakat untuk melakukan penyicilan dana PEM, masyarakat 

tidak melakukan pembukuan sederhaana, faktor budaya, membayar 

pendidikan anak, dan hal tak terduga lainnya seperti terjadinya badai 

seroja. 

6.2 Saran  

 Berdasarkan uraian kesimpulan, maka saran   yang  tepat  yang diajukan dalam  
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penelitian ini dalah sebagai berikut : 

1. Pihak LPM perlu  melakukan perubahan pada  pengawasan yang selama ini 

telah dilakukan karena ternyata pengawasan tersebut masih lemah sehingga 

tidak menjamin kelangsungan usaha masyarakat. LPM bisa menggunakan 

metode lain seperti memberikan standar pada pendapatan yang diterima 

masyarakat setiap bulannya. Apabila pendapatan masyarakat diatas standar 

maka ada bonus yang diterima.  

2.  Pihak LPM perlu mengubah cara penagihan yang selama ini dilakukan, 

menggunakan pendekatan kekeluargaan memang baik tetapi akan 

menimbulkan penunggakan yang besar. Sehingga sebaiknya LPM perlu 

mengubah cara penagihan.   

3. Masyarakat harus selalu diberi pemahaman tentang tujuan pemberian dana 

PEM agar masyarakat tau bahwa dana PEM adalah dana bantaun pemerintah 

untuk tambahan modal usaha tetapi harus di kembalikan lagi kepada pihak 

LPM selaku pengelola dana.  

4. Perlu ada pendampingan terhadap masyarakat penerima dana PEM agar usaha 

masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga mengurangi  ketergantungan 

masyarakay dengan dana PEM,   

5. Harus adanya pelatihan kepada masyarakat khususnya mengenai pembukuan 

sederhana, dan manajemen akuntansi agar masyarakat paham bahwa dana 

untuk usaha jangan digabungkan dengan biaya untuk kehidupan sehari-hari.  
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